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Seiring perkembangan ekonomi yang begitu pesat, pemerintah terus
melakukan upaya untuk meningkatkan nilai dan peran BUMN sebagai agen
pembangunan nasional dan pelaksana program pemerintah, salah satunya dengan
membentuk anak perusahaan BUMN sebagaimana diatur di dalam PP No. 72
Tahun 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan
hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019
dan mengetahui akibat hukum dari putusan tersebut terhadap kedudukan hukum
anak perusahaan BUMN dalam perusahaan induk.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan
dianalisa dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan
Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) yang dideskripsikan secara
kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan dasar hukum hakim dalam putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVI11/2019 berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU
BUMN dan dalam pertimbangannya menyatakan karena tidak ada penyertaan
negara secara langsung di dalam PT Bank BNI syariah dan PT Bank Mandiri
Syariah, mengakibatkan kedua bank tersebut tidak didefinisikan sebagai
BUMN, melainkan sebagai anak perusahaan BUMN. Akibat hukum dari putusan
tersebut terhadap kedudukan hukum induk dan anak perusahaan BUMN adalah
menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap ketentuan yang diatur di dalam PP
No. 72 Tahun 2016 yang mempersamakan kedudukan hukum anak perusahaan
BUMN dan BUMN. Namun dari hasil penelitian didapatkan, anak perusahaan
BUMN tetap dapat dipersamakan dengan BUMN dalam hal-hal tertentu, karena
hubungan induk dan anak perusahaan saling memiliki keterkaitan, segala kebijakan
operasional dan manajemen anak perusahaan merupakan cerminan dari kehendak
induk sebagai organ perusahaan (RUPS), serta negara melalui induk juga tetap
memiliki kontrol terhadap anak perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A
ayat (3) dan (6) PP No. 72 Tahun 2016.

Saran penulis dalam penelitian ini adalah hakim Mahkamah Konstitusi dalam
putusannya Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, seyogyanya memberikan
pertimbangan hukum juga berdasarkan pada PP No. 72 Tahun 2016, yang
merupakan dasar hukum pembentukan anak perusahaan BUMN, agar PP No. 72
Tahun 2016 dapat berjalan dengan efektif. Serta disarankan kepada pemerintah
melakukan sosialisasi atas PP No. 72 Tahun 2016 yang merupakan dasar hukum
pembentukan anak perusahaan BUMN, agar tidak ada putusan hakim lainnya yang
menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
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